SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat
(1) huruf a dan huruf b, Pasal 317 ayat (1), ayat (2) dan
ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856) dan Pasal 104 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib
mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat
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Kabupaten (DPRK) Teluk Bintuni untuk memperoleh

persetujuan bersama;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang
dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
telah disepakati Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni
bersama DPRK Teluk Bintuni pada tanggal 29
September Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk

Bintuni Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Radja Ampat,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten

Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
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Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabuptaen
Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah
beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana telah di wubah
dengan Peraturan Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang
diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN



-5-

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1067);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,
Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 431);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 630);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
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Perangkat  Daerah Kabupaten  Teluk  Bintuni
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk
Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
Lembaran (Lembaran Daerah kabupaten Teluk Bintuni
Tahun 2021 Nomor 136, Tambahan Lembar Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah kabupaten Teluk Bintuni Tahun
2022 Nomor 1, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten
Teluk Bintuni Nomor 102);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1
Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun

2025 Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menegah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 Nomor 4,
Tambahan lembar Daerah Kabupaten Teluk Bintuni

Nomor 130);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TELUK BINTUNI
DAN
BUPATI TELUK BINTUNI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TELUK BINTUNI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN ANGGARAN
2025.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi
hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan
untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi
kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan,
dan mensejahterakan masyarakat.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh semua Daerah.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan

dasar warga negara.
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Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari
pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang
wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiba Pemerintah Daerah
yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-
undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah
pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan
umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik
negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak
memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih
yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
kewajiban.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan
bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal

anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
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setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan
anggaran satuan kerja perangkat daerah sebelum disepakati dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja,
program, dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau
lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah
atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau
lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,
dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya
tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output)
dalam bentuk barang dan jasa.

Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan
dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang
pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan,

belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara
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umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
pengguna anggaran.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah
dan belanja daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah
dan belanja daerah.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama satu periode anggaran.

Piutang Daerah adalah jumlah wuang yang wajib dibayar kepada
Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai
dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu
Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang
berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit
satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni selaku
pengguna anggaran/pengguna barang yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah
Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
melaksanakan satu atau beberapa program.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh
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Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan anggaran
pendapatan dan belanja daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat
perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pejabat
lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya
dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.

Belanja Tidak Terduga adalah belanja daerah yang digunakan untuk
keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran
tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka

penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula
sebesar Rp3.036.205.475.952,00 bertambah /berkurang sebesar -
Rp15.532.301.000,00 sehingga menjadi Rp3.020.673.174.952,00 dengan

rincian sebagai berikut:
a. Pendapatan
1. Semula
2. Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Pendapatan daerah setelah
perubahan
b. Belanja Daerah:
1. Semula
2. Bertambah/ (berkurang)
Jumlah belanja daerah setelah
perubahan
c. Pembiayaan daerah:
1. Penerimaan Pembiayaan:
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah
perubahan
2. Pengeluaran pembiayaan:

a. Semula

Rp3.036.205.475.952,00
Rp15.532.301.000,00 -

Rp3.020.673.174.952,00

Rp3.029.205.475.952,00
Rp132.280.234.347,42+

Rp3.161.485.710.299,42

Rp0,00
Rp147.812.535.347,42+

Rp147.812.535.347,42

Rp7.000.000.000,00
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b. Bertambah/(berkurang) Rp0,00 +
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Rp7.000.000.000,00
perubahan

Jumlah pembiayaan neto setelah Rp140.812.535.347,42
Perubahan

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Rp0,00
perubahan

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah:

1. Semula Rp109.526.666.375,00

2. Bertambah/ (berkurang) Rp0,00 +
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Rp109.526.666.375,00
perubahan

b. Pendapatan transfer setelah Perubahan:
1. Semula Rp2.926.678.809.577,00

2. Bertambah/ (berkurang) Rp(15.532.301.000,00)-
Jumlah pendapatan trasfer setelah Rp2.911.146.508.577,00

perubahan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang

sah:

1. Semula Rp1.752.766.970,00

2. Bertambah/ (berkurang) Rp0,00-
Jumlah pendapatan trasfer setelah Rpl1.752.766.970,00
perubahan

Pasal 4
(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,
bersumber dari:

a. Pajak daerah:

1) Semula Rp90.026.726.120,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00+
Jumlah Pajak Daerah setelah Rp90.026.726.120,00
perubahan

b. Retribusi Daerah:
1) Semula Rp12.701.101.703,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang
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2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00+
Jumlah Retribusi Daerah setelah Rp12.701.101.703,00
perubahan

d. Hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang di pisahkan:

1) Semula Rp5.046.071.576,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00+
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Rp5.046.071.576,00

daerah setelah perubahan

e. Lain-lain pendapatan asli daerah yang

sah:

1) Semula Rp1.752.766.970,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00+
Jumlah lain-lain pendapatan asli Rp1.752.766.970,00

daerah yang sah setelah perubahan

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,

bersumber dari:

a.

Transfer pemerintah pusat

Semula Rp2.926.678.809.577,00
Bertambah /(berkurang) Rp(15.532.301.000,00)-
Jumlah transfer pemerintah pusat Rp2.911.146.508.577,00

setelah perubahan

Transfer antar daerah

Semula Rp0,00
Bertambah /(berkurang) Rp0,00+
Jumlah transfer pemerintah pusat RpO0,00

setelah perubahan

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1) Semula RpO0,00
2) Bertambah/(berkurang) RpO0,00+
Jumlah hibah setelah perubahan RpO0,00

Lain-lain pendapatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan:
1) Semula RpO0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0O,00+
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Jumlah lain-lain pendapatan sesuai RpO0,00
dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan setelah

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.

(1)

Belanja operasional:

1)
2)

Semula Rp2.228.924.790.856,13
Bertambah /(berkurang) Rp30.427.389.134,28+
Jumlah belanja operasional setelah Rp2.259.352.179.990,41
perubahan

Belanja modal:

3)
4)

Semula Rp484.401.183.795,87
Bertambah /(berkurang) Rp93.852.845.213,14+

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp578.254.029.009,01

Belanja tidak terduga:

1)
2)

Semula Rp17.100.000.000,00
Bertambah /(berkurang) Rp25.100.000.000,00+
Jumlah belanja tidak teduga setelah Rp8.000.000.000,00
perubahan

Belanja transfer:

1)
2)

Semula Rp298,779.501.300,00
Bertambah /(berkurang) Rp0,00+

Jumlah belanja transfer setelah Rp298,779.501.300,00

perubahan

Pasal 6

Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a,

terdiri atas:

a. Benlanja Pegawai:

1) Semula Rp573.686.915.620,00
2) Bertambah/ (berkurang) (Rp39.223.309.318,20)-
Jumlah belanja transfer setelah Rp534.463.606.302,42

perubahan
Belanja barang dan jasa:
1) Semula Rp1.416.646.080.618,41
2) Bertambah/ (berkurang) Rp84.029.240.537,78+
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Jumlah belanja barang dan jasa Rpl1.500.675.321.156,19
setelah perubahan

c. Belanja subsidi:

1) Semula Rp14.900.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) (Rp1.155.139.014,00)+
Jumlah belanja Bunga setelah Rp13.744.860.986,00
perubahan
d. Belanja Hibah:
1) Semula Rp138.998.708.325,10
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 8.076.716.928,70+

Jumlah belanja hibah setelah  Rp147.075.425.253,80
perubahan
e. Belanja Bantuan Sosial:
1) Semula Rp84.693.086.292,00
2) Bertambah/ (berkurang) -(Rp21.300.120.000,00)+

Jumlah belanja bantuan soaial Rp63.392.966.292,00
setelah perubahan
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri
atas:

a. Belanja modal tanah:

1) Semula Rp8.049.928.823,37

2) Bertambah/ (berkurang) Rp9.764.057.754,33+
Jumlah belanja modal tanah setelah Rp17.813.986.577,70
perubahan

b. Belanja modal peralatan dan mesin:
1) Semula Rp70.300.790.281,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp9.764.057.754,33+

Jumlah belanja modal Peralatan dan Rp17.813.986.577,70
mesin
c. Belanja modal bangunan dan Gedung:
1) Semula Rp142.473.465.998,40
2) Bertambah/ (berkurang) Rp29.068.073.528,00+

Jumlah belanja modal bangunan dan Rp171.541.539.526,40
gedung setelah perubahan

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan

irigasi:
1) Semula Rp259.459.269.873,10
2) Bertambah/ (berkurang) Rp37.875.061.258,81+
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Jumlah belanja modal jalan, irigasi,
dan jaringan setelah perubahan
e. Belanja modal aset tetap lainnya:
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah belanja asset tetap lainnya
setelah perubahan
f. Belanja modal aset lainnya;
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah belanja asset lainnya setelah

perubahan

Rp297.334.331.131,91

Rp4.090.834.220,00
Rp0,00+

Rp4.090.834.220,00

Rp26.894.600,00
Rp.526.894.600,00-

Rp500.000.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c,

terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
a. Semula
b. Bertambah/ (berkurang)
Jumlah belanja tidak terduga setelah

perubahan

Rp17.100.000.000,00
Rp.8.000.000.000.00+

Rp25.100.000.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri

atas:
a. Semula
b. Bertambah/ (berkurang)

Jumlah belanja transfer

Pasal 7

Rp298.779.501.300,00
Rp0,00

Rp298.779.501.300,00

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri

atas:
a. Penerimaan pembiayaan
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah
perubahan
b. Pengeluaran pembiayaan.
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan

Rp0,00
Rp147.812.535.347,42+

Rp147.812.535.347,42

Rp7.000.000.000.00
Rp0,00+

Rp7.000,000,000,00
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Pasal 8
(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
a, terdiri atas

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun

sebelumnya:
1) Semula Rp0,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp122.812.535.347,42+

Jumlah  sisa lebih  perhitungan Rp122.812.535.347,42
anggaran tahun sebelumnya setelah
perubahan
b. Penerimaan pinjaman daerah:
1) Semula RpO0,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp25.000.000.000,00+

Jumlah penerimaan pinjaman daerah Rp25.000.000.000,00
setelah perubahan
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
b, terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah:

1) Semula Rp7.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp0,00+
Jumlah penyertaan modal daerah Rp7.000.000.000,00

setelah perubahan

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh

tempo:

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp0,00+
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Rp0,00

Utang yang Jatuh Tempo setelah

perubahan

Pasal 9
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan
peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran
melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang
selanjutnya  dimasukan dalam  Perubahan Anggara Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2025.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
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a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan

atau masyarakat.

Pasal 10
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

c. Lampiran Il Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan
Sub Kegiatan beserta Keluaran;

e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan
APBD;
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h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;

i.  Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

j-  Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerash; dan

k. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11
Bupati Teluk Bintuni menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional

pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Tetuk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 30 Oktober 2025
BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY
Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 30 Oktober 2025
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI,
ttd

I[. B. PUTU SURATNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2025 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA
BARAT: 5/9/2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditanda ecara elektronik aleh:

Df. George Frans Wanma, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19770103 200909 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang
diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN



LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BINTUNI NOMOR 1

DAERAH KABUPATEN TELUK
TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TELUK
BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2025 KABUPATEN TELUK BINTUNI.

RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

JUMLAH (Rp)
KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH BERKURANG/BERTAMBAH
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 109.526.666.375,00 109.526.666.375,00 0,00
4.1.01 | Pajak Daerah 90.026.726.126,00 90.026.726.126,00 0,00
4.1.02 | Retribusi Daerah 12.701.101.703,00 12.701.101.703,00 0,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
4.1.03 5.046.071.576,00 5.046.071.576,00 0,00

Dipisahkan
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JUMLAH (Rp)
KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH BERKURANG/BERTAMBAH
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5

4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah 1.752.766.970,00 1.752.766.970,00 0,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.926.678.809.577,00 | 2.911.146.508.577,00 -15.532.301.000,00
4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.926.678.809.577,00 | 2.911.146.508.577,00 -15.532.301.000,00

Jumlah Pendapatan 3.036.205.475.952,00 | 3.020.673.174.952,00 -15.532.301.000,00
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 2.228.924.790.856,13 | 2.259.352.179.990,41 30.427.389.134,28
5.1.01 | Belanja Pegawai 573.686.915.620,62 534.463.606.302,42 -39.223.309.318,20
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa 1.416.646.080.618,41 | 1.500.675.321.156,19 84.029.240.537,78
5.1.04 | Belanja Subsidi 14.900.000.000,00 13.744.860.986,00 -1.155.139.014,00
5.1.05 | Belanja Hibah 138.998.708.325,10 147.075.425.253,80 8.076.716.928,70
5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial 84.693.086.292,00 63.392.966.292,00 -21.300.120.000,00
5.2 BELANJA MODAL 484.401.183.795,87 578.254.029.009,01 93.852.845.213,14
5.2.01 | Belanja Modal Tanah 8.049.928.823,37 17.813.986.577,70 9.764.057.754,33
5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.300.790.281,00 86.946.442.953,00 16.645.652.672,00
5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan 142.473.465.998,40 171.541.539.526,40 29.068.073.528,00
5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 259.459.269.873,10 | 297.334.331.131,91 37.875.061.258,81
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JUMLAH (Rp)
KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH BERKURANG/BERTAMBAH
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5
5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.090.834.220,00 4.090.834.220,00 0,00

5.2.06

Belanja Modal Aset Lainnya

26.894.600,00

526.894.600,00

500.000.000,00

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 17.100.000.000,00 25.100.000.000,00 8.000.000.000,00
5.3.01 | Belanja Tidak Terduga 17.100.000.000,00 25.100.000.000,00 8.000.000.000,00
5.4 BELANJA TRANSFER 298.779.501.300,00 298.779.501.300,00 0,00
5.4.01 | Belanja Bagi Hasil 898.203.000,00 0,00 -898.203.000,00
5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan 297.881.298.300,00 298.779.501.300,00 898.203.000,00
Jumlah Belanja 3.029.205.475.952,00 | 3.161.485.710.299,42 132.280.234.347,42
Total Surplus/(Defisit) 7.000.000.000,00 | -140.812.535.347,42 -147.812.535.347,42
§) PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0,00 147.812.535.347,42 147.812.535.347,42
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 0,00 122.812.535.347,42 122.812.535.347,42
Sebelumnya
6.1.04 | Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00
6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00
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JUMLAH (Rp)
KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH BERKURANG/BERTAMBAH
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 )
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00
Pembiayaan Netto -7.000.000.000,00 140.812.535.347,42 147.812.535.347,42
63 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun

Berkenaan (SILPA)

0,00 0,00

0,00

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Dirand

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ecara elektronik oleh:

Df.”(}'eorge Frans Wanma, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19770103 200909 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN




		2025-11-03T20:36:23+0900
	null
	Dokumen telah disetujui dan ditandatangani secara elektronik




